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TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOI,AAN BEL.ANJA DANA DESA,
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

Menimbang

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa berdasarkal Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Desa Tertinggal dan Transmigraei Nomor 16 Tahun 2018

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, perlu

menyusun Pedoman Teknis Pengelol,aan Bel,anja Alokasi

Dana Desa, Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa Dal,am Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2O19;

bahwa berdasarkan pertimbargan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa

dan Dana Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il Kotapraja di Sumatera

Sel,atan (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan

Pemerintahan Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan I-embaran Negara

Republik Indonesia Nornor 4438);
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(LeEbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 Gntang

Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebaSaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2O15 Nomor 58,

Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (L€mbaran Negara Republik

Indoneaia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

L€abaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengal Peratura!

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2o14

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dsri Anggaran Pendapatan

darr Belanja Negara (I€mba.ran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (kmbarart Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
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Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentalg Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negam Tahuo

Anggsran 2018 (I4mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 244);

Peratur:an Menteri DalaB Negeri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangurgn Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 2094);

10. Peraturan Mentfri Desa, Pembanguran Daerah

Tertinggal da! TmnsmiSraei Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenanggn bedasarkart Hak Asal

Usul dan Ke{renar8an Lokal Berskal.a Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Ta.trun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalem Negeri Republik Indonesia

Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa;

12. Peraturan Menteri Keuangar Nomor 48/PMK.07/2016 tcntang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana

telah diubal beberapa kali terakhir Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 121/PMK.O7/2018 Tentang PerubahaB

Ketige Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

'OIPMK.O1l2Ol7 
tentang Pengetrolaan Tfansfer Ke Daerah dan

Dana D€sa (Berita Negara Republik lDdonesia TahuD 2018

NoEor 1341);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tEntang Pengelol,aa-n Keuangan Desa fBerita Negara

Repubtk lodonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daetah

Tertinggel dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita

Negara Repubuk Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan

dan PeEberheotian Perangkat Desa 0rmbaran Daerah

I(abupaten Musi RaEEs Tahun 20 16 Nomor 11);

16. Peraturan Daersh Kabupaten Musi Rawas Nomor 10

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerai Tahulr Anggaran 2019 (Lembaran

Daerah lGbupateo Musi Rawas Talrun 2018 Nomor

10).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENGEIOI,AAN BEI.ANJA ALOKASI DANA DESA, DANA

DESA, BAGI HASIL PA.JAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAIAMDAERAH BAGI PEMERINTAH DESA

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muai Rawas

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Kecamatan adalah baAian dari daerah Kabupaten Musi Rawas wilayah

kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dipimpin Camat.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nasra

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyaralat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diskui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adaLah dana perimbangan

yang diteriEa kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah l{abupaten /Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Ktrusus.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Angaaran Pendapatan

dan Belalja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten,/kote dan

digunakan untuk mendanai pcnyelenggaraan pemerintahan,

peLaksanaan pembalgunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan ma

Kewertangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan

warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau praka-rsa

ma8lrarakat Desa sesuai denga! perkembangan kehidupan masyaralat.

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah

dijala*an oleh Desa atau ma.mpu dan efektif dijalankan oleh Desa atau

yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masya.rakat Desa.
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10, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain ade-lah

musyawarah antara Badafl Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

dan unaur masyarakat yang diselenggaiakan oleh

Pemrusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat oPD adalah

organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan

masyaralat desa, di daerah kabupaten Musi Rawas.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.

13. PeEerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara lcsatuan Republik Indonesia.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahtera.an masyarakat Desa.

15. Pemberdayasn Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraa! masyarakat dengan meningkatkan

pengetatruan, sikap, keteraEpilan, perilaku, kemampuan, kesadararr,

serta memanfaatkan sumbcr daya melalui penetapan kebiial<an,

program, kegiatan, darr p€ndampingan yang sesuai dengan esensi

masalsh dan prioritas kebutuhan maeyarakat Desa,

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya

disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode

6 (enam) tahun.

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP

Desa, adalah dokumen perenca.naan Desa untuk periode I (satu) talun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19. Prioritas Penggunaan Dana Desa a.releh pilihan kegiatan yang

didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk

dibiayai dengan Darra Desa.

20. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata

yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah

berkembang dan dihampkan terjadi di masa depan (visi Desa).

21. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan

melaksansksn pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup

dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan

ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
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22. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,

ekooomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolalya untuk Peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, darl

menanggulangi kemiskinan.

23. Desa Berkembang adatah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang

memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi

belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat Desa, k\ralitas hidup manusia dan menang8ulangi

kemiskinan.

24. Desa Tertinggat adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya

sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya

dalem upaya peningkatan kesejahteraan tlasyarakat Desa, kualitas hidup

manusia serta mengalami kemiskinan da.lam berbagai bentukoya,

25. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kercntanan karena

masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan kon{lik sosial

sehingga tidak berkemampuan mengelola potenai suEber daya sosial,

ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinsn dalam berbagai

bentuknya.

26. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan

mempakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-

usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah

Desa atau di wilayah ant€r-Desa yang dikelola melalui kerjasama

anta.r Desa.

27.Padal Karya Tfrnai adalah kegiatsn pemberdayaan masyarakat desa,

khueusnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan

mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga ke{a, dan teknologi

lokal untuk memberikan tartbahan upah/pendapatan, mengurangi

kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan ralryat.

28. Anak Kerdil (santnr$ adalah kondisi gaga-l tumbuh pada anak balita (bayi

di bawah lirta tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak

terlalu pendek untuk usianya.

29. PeLayanan Gi?r adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi

kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan,

peoingkatan, penyernbuhan, dan pemulihan yang dilakukan di

masya.rakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

C

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2
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b.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati irri adalah untuk memberikan

pedoman pada Desa dalam pengaturan prioritas penggunaan dan evaluasi

dana desa bertujua-n untuk :

a. penetapsn program dan kegiatar bagi penyelenggaraan kewenangan hak

asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana

desa

pedoman teknis perencanaan pembangunan dana desa, dan

pemantauan dan evaluasi pel,aksanaan penggunaan dana desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dala Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga

Desa tanpa membeda-Hakan;

b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih

mendessk, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan

kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul

dan kewenangan loka.l berskala Desa;

d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan Lreatitrtas Masyarakaq

e. SwakeloLa dan berbasis sumbr daya Desa menguta.makatr pelaksanaan

secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa,

mengutamatan tenaga, pikiran darr keterampilan warga Desa dan

kearifan lokal; dan

f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan

karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi

Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan

Desa.

BAB III

KETENTUAN UMUM BEI"ANJA DESA

Pasel 4

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes diguoakan dengan ketentuan :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah

Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa

dan pemberdayaan masyarakat Desa; da'r

b. pa.ling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja

Desa digunakan untuk :

1. penghasilan tetap dan tunjangaa Kepala Desa dan Perangkat Desa;

e
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2. operasional Pemerintahar Desa;

3. tunjangan dan operasional Badan Permuayawaratan Desa; dan

Pasal 5

Klasifikasi belaqja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas

bidang :

a. penyelenggaraanpemerintahan Deseg

b. pelaksanaan pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyara-kat Desa.

e, Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

Pasal 6

Bidang pcLaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat

Desa sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyelenggaraan

kewenangan desa yang Eenjadi prioritas Tahun 2019.

Pasal 7

Ketentuan Penggunaan Belanja Keuangan Desa antara lain:

a. Belanja Desa sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diEaksud ,lalF'n Pasal 4

huruf a digunakan dengar ketentuan paling banyak 70% digunakan

untuk mendanai kegiatan Bidang Pembangunan Desa.

b. Belanja Desa sebanyak paling sedikit 30% digunakan untuk mendarEi

kegiatan :

1. Pemberdayaan masyar€kat dan

2. Pembtraarr Kemasysiakatan.

3. untuk mendanai kegiatan pemerintahan Desa dan kegiatan

pembinaan masyarakat Desa yang tidak tercantum dalam lampiran I

Peraturan irli harus dengan persetujuan Bupati.

Passl 8

Peqrelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan kemasyarakatan Desa

sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 5 bukan merupakan prioritas

penyelenggaraan kewenangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pembinaan kemasyarakatan desa dalam pelaksanaannya memerlukan

persetujuan Bupati kecua.li kelompok belanja rutin / operasional yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

8
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BAB TV

DANA DESA

Pasal 9

Prioritas penggunaen Dana Desa didasarkan pada prinsiP-prinsip:

a. KeadiLan : mengutamalan hak dan kepentingan seluruh warga Desa

tanpa tlembeda-bedakan;

b. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih

mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan

kepentingan sebagian besar masyarakat Desai

c, Terfokusr mengutaoakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga)

sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai

prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak

dilakukan praldik penggunaan Dana Desa yE,tg dibagi rs.ta-

d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asa.l usul dan

kewenangan lokal berskala Desa;

e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta

masyarakat Desa;

f. SwakeloLa : menguta-makan kemandirian Desa dalam pelakssnaan

kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.

g. Berdikari : mengutama*an pemanfaatan Dana Desa dengan

menda;ragunalan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan

pembangunan yang dikelol,a dari, oleh dan untuk uasl.arakat Desa

sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa

dan/atau kabupaten Musi Rawas.

Berbasis sumber d.aya Desaj rDeEguta.@akarr pendayagunaan suEberdaya

manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa datam pelaksaruan

pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Tipologi Desa : mempertimbanglan keadaan dan kenyataan

karakteristik geogra.fis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi

Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan

Desa.

h.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

(1) Penggunaan Dana

Pasa] 10

Desa diprioritaskan untuk membial,ai

pelaksanaan prograo dan kegiatan di bidang pembangunan DeBa dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

l
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(3)

Prioritas penggunaan Da'ra Desa sebagaimana dioaksud pada ayat (U

dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan

priorita8 yang bersifat lintas bidang.

kioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimakeud pada ayat (1)

dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar- besamya

bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kuslitas hidup,

peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta

peningkatan pelayaran publik di tingkat Desa.

Bagia{ Iksatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

(U Perdngkatan kualitas hidup Dasyarakat Desa sebqgaimana

.ii'r'aksud dalam Paeal 10 ayat (3) diutamakan untuk membiayai

pelaksanaan progran dan kegiatan di bidang pelayanan sosia dasar

yang berdampak langsung pada meningftatrrya kualitas hidup

masyarakat.

(2) Kegiatan pelayanan sosial dasa.r sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

meliputi r

a. PenAadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaare sarana

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;

3. energi; darl

4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembartgunan, pengembangan, dan pemeliharaan saralla

prasarana pelaltanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatarr trasl.a.rakat; dan

2, pendidikan dan kebudayaan.

c, Pengadaa.n, pembangunan, penSembangan, dan pemeliharaan

aarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

l. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek

produksi, distribusi dan pernasaran yang difokuekan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaa4 dan

3
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3. usalra ekonood non pertaqian berskala produkif meliputi aspek

produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa

dan/atau produk ungguLan kawasan perdesaan.

d. Fengadaan, pembangunan, pengeBbaIlgarl, dan pemeliharaan sara'ta

prasarana lingkungan untuk peEenuhan kebuh.rhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konllik sosial;

2. penalganal bencana alarr dan benc€na sosial; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

(3)Pengadaan, pembangunan, peogembangan, dan pemeliharaan

in{iastul(hrr dan sarana prasarana lairmya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan melalui Eusyawarah Desa-

Pasal 12

(1) Peningkatan pelayanan pubuk ditingkat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3), yang diwujudkan dalarn upaya peningkatsn gizi

masyaiakat serta pencegahan anak kerdil Fn/,?'tingl.

(2) kgiatm p€layanafl gri daJl percegahan arak kerdil lstuntingll

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a, penyediaan afu bersih dan sanitasi;

b. pemberian makanan t€mbahan dan bergizi untuk balita;

c. pelatihan !,erllantauan peftembangan kesehatan ibu hamil atau

ibu menyusui;

d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan

berkala kesehatan ibu hamil atau ibu men5rusui;

e. pengembangan apotik hidup desa dan goduk hotikultura

untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;

f. pengembangan ketahanaD pangan di Desa; dan

g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang scsuai

delgsn kewenangafl Desa dar diputuslGn dalam Eusyawarah Desa.

Passl 13

(1) Peningkatan kesejahteraan maeyarakat Desa diutamakan

membiayai pelaksanaan progretl dan keSiatsn yarg bersifat lintas

bidang sebagaiEana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3)

unhrk menciptakan lapangar kerja yrang berkelanjutan, meningkatkan

pendapatan ekonomi bagi keluarga Eiskin dan meningkatkan

pendapalanr esli Desa.

o
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l2l Program dan kegiatao seb'gnim.na dimaksud pad, ayat (U antara lain

bidang kegiatan produk unggulan Desa darr/atau produk unggulan

kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama,

embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa

s€suai dengan kewenangan Desa.

Pembangunan sarana oLahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) merupakan unit usaha y.ang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa

bersama.

Kegiatan peningkatart kesejahGrasn Easyarakat lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musJrawarah

Desa-

Pasal 14

(1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1O ayat (3) diurqmakan membia,.ai pelaksanaan program dan

kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi

masyarakat desa yang menga[ggur, setengah menga-oggur, keluarga

miskin, dan stunting.

(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat

(1) diLakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan

sumberda5ia alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa-

(3) Pendayagunaan sulberdalra manusia sebagaimana dimakeud pada

ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkao Dana Desa untuk
bidang pembargunan Desa paling sedikit 30p/o (tiga puluh persen)

diguoakan llteBbayar upai masyaralat Desa dalala rangka Eenciptakan

l,apangan kerja.

(a) Upah kerja dibayar secala harian atau miagguan dalam

pelaksana,an kegiatan yanS dibiayai dengan Dajra Desa,

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat

musim panen.

Pasa.l 15

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat

mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tinglat perkembangan Desa,

meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan

kegiatan pembangunan Desa pada:

1. pengsdsfi, perBbargunan, pengembangan, dall

(3)

(4)

3
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2. pembangurafl, pengembangac darr peEetharaan

infrastrulrtur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana ptoduksi,

distribusi dan pemasaran yang diaraikan pada upaya

pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produldif,

usaha ekonomi pertanian ufltuk ketahanan pangan dan usaha

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggular desa dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan.

b, Desa Berkembaag merspri,oritaska[ kcgiatarr peto.barrguEarr Desa padan

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana prcduksi,

distribusi dan lrmasaran untuk mendukung penguatan usaha

ekonomi pertaniarl berekala produktif, usaha ekonomi untuk

ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yanS difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat

Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

pengembanSan darr pemeliharaan infrastmkhrr dasar.

c. Desa Mqiu dsn/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiat€n

pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur

ekonot[i serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan

penasararl untuk mendukurrg pertuasaalekspansi usaha ekonomi

pertauian berekala produldif, usaha ekonomi untuk ketahanan

pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan;

pembangunan dan pemeliharaan infrastrukur sosial dasar serta

pengadaan sarana praaarana sosial dasar dan lingkungan yarg

diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan

akses masyarakat Desa terhadap petrayanan sosia.l dasar dan

lingkungan; dan

pengembangan dan pemeliharaan infrastrukh-rr dasar.

3

2.

3.

2.
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Pasal 16

(1) Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan untuk

selanjunya diajukan kepada Sekteraris Desa untuk diverifikasi da.n

disahkan oleh Kepala Desa.

(2) kmbanguqafl fisik/konstruksi menggunakan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) Teknis dengan dilengkapi cambar Teknis.

(3) Surat Permintaan PeDbayaran oleh Pelaksana Kegiatan disertai dengan

verifrkasi Sekretaris Desa/Pejabat yang ditujuk Kepala Desa dan dis€rtai

pers€tujuan Keps1a Desa dilalrtpirl(an surat pernJr4taan tarrgung jawab

belanja.

(4) Surat sebagaiDana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pembayaran

oleh Kaur Keuangan.

(5) Daldm Pelak:sanaan Kegiatafl FEntbangunan Desa menggunakan papao

kegiata! disetiap tempat pembangunan infrastruLh.rr sebagai informasi

kegiatan yang di.taksa.nakan ysng memuat volume, jumlah dana dan

sumber dana-

Bagiar Xcdqa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai progra-m dan kegiatan

bidang Femberdayaan MasyaraLat Desa yang dihrjukan untuk

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Easyaral(at Desa dalaD

penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kerrajuan ekonomi dan

pertanian Eoasys-rskat Desa dengan mendayagunakan potensi dafi

sumberdayanya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskaa

antara lain:

a- peninAkatan partisipasi masj,arakat dal.m proses

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

b. p€ngembangan kapasitas masya.rakat Desa yang dilalsanakan di

Desa setempat;

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengembartgan ketahanan keluarga;

e. pengeloLaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui

pengembangan kapasitas dan pengada€n aplikasi perargkat lunak

(softunre) dan perangkat keras (lurdunre) komputer untuk
pendataan dan penyebaran inforrnasi pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
t4 p'''



3

f. dukunSan pengelolaan kegiatan pelayaran sosial d-ssar di bidang

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan

perempuan dan ana.k, serta pemberdayaan masyaral<at marginal da-n

anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

h. dukungan kesi'fsiagaan Eenghadapi bencana alam darr konllik

sosia.l serta penanganannya;

i. dukuagan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi

produktif yang dikelola oleh BUMDesa dsn/atau BUMDesa

Bercama

j, dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok

masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa

lainnya;

k. pendayagunaan alam untuk kemandhian Desa dan

peningkatan kesejahteran masyarakat;

l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunasn

sumberda5ra alam dan penirrykatan usaha ekonomi pertanian berskala

produktif;

m. pengembangan ke{a sarna antar Desa dan kerja sama Desa dengan

pihak ketiga; dan

n, kegiatan pemberd.ayaan masyarakat Desa latmya ysng sesuai dengan

kenrenangan Desa dan dipuhrskan melalui musyawa.rah Desa.

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf (b) wajib ditakukan sec€ra swakelola oleh Desa atau badan

kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidarB

pembangunan Desa dan pemberdayaan masya.rakat Desa sebagairnana

dimaksud dalsm Pasal 10 sampai derrgan 17 sebagaimana tercantum

Lampiran dan menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak

tcrpisahkan dari Pcraturan Bupati ini.

Pasal 19

Desa dalam perEllc€na-arr progra.m dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbargkan tipologi Desa

berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi;

" s''
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Desa Tertinggat dan/atfil Desa Sangat Tertingal

memprioritaskan kegiatan peEbedayaan masyaiakat Desa untuk

meningkatkan kesejafrteraan ekonomi masyarakatDesayang

meliputi:

1. peEbentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui

penyertaan modal, pengclolaan produksi distribusi dan

pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan

usaha ekonomi lairmya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengeabangan produk unggulan desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan,

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau

leubaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses

permoda.lan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa,

pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha

ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggul,an Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan

sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan

4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi

masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahtera€n ekonomi

masyaral@t Desa yang meliputi:

penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui

penyertaan modal, pengelolaan prcduksi, distribusi dan pcmasaran

bagi usaha ekonomi pertanian berskala produt<tif dan usaha

ekonomi l,ainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan;

penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasidan/atau

lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses

pemrodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa,

pengelolaan produksi, distribusi dan pmasaran bagi usaha

ekonomi pertardan berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

1.
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3. pe[guatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui

pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat

guna;

4. peningkatan kualitas datr kuantitas tenaga kerja terampil dan

pembentukan wirausahawan di Desa; dan

5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup masyaiakat Desa secsra berkelanjutan.

Desa Maju dan/atau Desa Ma'rdiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. perluasan usaha BUMDesa danr/atau BUMDesa Bersama melalui

penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan

peEasaran bagi usaha ekonomi pertarian berskala produktif dan

usaha ekonomi lainnya yang difokusl€n kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk

ungguLan kawasan perdesaan;

2. p€rtuasan usalE ekonomi warga/ ketrompok, koperasi dal/atau
lembaga ekonomi masyamkat Desa Lainnya melalui akses

permodalal yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa,

pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha

ekonomi pertanian berskala produktif dan usalla ekonoEi trainnya

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengernbangan produk

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaal.

3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan

sunberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

4, peniogkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja a i di Desa; dan

5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup masyaiakat Desa sec€.ra berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa

Mqiu dan Desa Mandiri laemprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitae dan kapabilitas

masya.rakat Desa yang meliputi :

1. pengelolaan secsra partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di

bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warya miskin,

pemberdayaan percmpuar dan anak, serta pemberdayaan masyarakat

Earginsl dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

17 
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2. pengelolarrl secara partisipatif kegiatan pelestariarlingkurEan

hidup;

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konllik

sosial, penanganan benc€na alam dan konJlik sosial, serta

pena'l8ianaa kejadiao luar biasa i4inrtyE

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas Easyarakat Desa agar

msmpu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola

secara transpara! da! akuntabel; darr

5. peningkatan padisipatif ,rEla'n m€xaplerkuat tata kelol,a

Desa yang demokratis dan berkeadilaa sosial-

e. Desa Sangat Tertinggsl, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa

Maju dan Deea Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk memperkuat sosial buda5ra Desa yang meliputi :

1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demolcatis

dan partisipatif;

2. peBbentukan dan pengembangan budaya huku.E serta

menegaklan p€raturan hukum di Desa;

3. pembentukan dan pengeobangan keterbulean inforrnasi untuk
mendorong dan meningkatkan paitisipasi masyarakat Desa;

4. penguatan ketahanan Desa melalui penerapan nilai-nilai

Pancasila;

5. penguatan adat igtiadat, gcni, tradisi dan budaya Desa,

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 20

kioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan

pemberdaya,an masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Paeal

4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat DeBa di

ruang publik yang dapat diaks$ masyarakat Desa.

Publikasi penggunaan Dana Desa scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakul(an sec€ra swakeloLa dan partisipatif denBan melibatkan peran

serta masyarakat Desa.

Dalarn hal Desa tidak mearpublikasikan penggunaan Dana Desa di ruaog

publik sebagaimana diaaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah

Kabupaten mernberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan

peratura! perundang-undangan.

(1)

l2l

(3)
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BAB VI

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

Penetapan prioritas pengguraan Dana D€sa sesuai denSan prosedur

t erencanaan pembangunan Desa yang dilaksanalan berdasarkan

kewenangan Desa.

Kewenangan Desa sebagaimara dimaksud pada ayat (1) terdid dari

kewenangan Desa berdasarlGn hak asal-usul darr kewenargan lokal

berska.la Desa yarlg ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undargan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksaffkan dalam

penlausunan RXP Desa-

PasaT 22

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara

terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dar

Kabupaten Musi Rawas.

Keteipaduan Irerencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan

Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilrksanakan oleh pemerintah kabupaten Musi Rawas dengan

menginformasikan kepada Desa sebagai berikut;

a. pagu indikatif Dana Desa sebagai daaai penyusunan RKP Desa; dan

b. program/kegiatsn pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten

Musi Rawas, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya

ditugaskan kepada Desa;

Pasal23

Prioritqs penggunaan Dana Desa ya'rg ditetapkan sebagai prioritas

kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepalati

melalui Musyawarah Desa.

Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi dasar penrusunan RKP Deea-

Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang ttlah

ditetapkan dal€m RKP Desa wajib dipedomani dalam pcnyrsunan APts

Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB

Dese.

(3)

(u

(21

(r)

l2t

(3)
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Pasal 24

Rancangan APts Desa s€bagaimana dhlaksud dalam Pasal 23 ayat (3), di

evaluasi oleh Bupati.

Da.lam hal hasil evaluasi Rartcangan Peraturan Desa tentalg APB Desa

sebagaimarr.a .limaksud pada ayat (1) dinyataf<an rencarla penggunaan

Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangpn yang lebih tinggi, Bupati Musi Rawas memberikan

penjeLasan secara tcrtulis kepada Desa tentang latar belakang dan 8-lasart

ketidaksetujuan atas lencall& peoguoaa,lr Dana Desa.

(3) ketidaksetujuan atas I€ncana penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menysmpaikar

kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

Pasd 25

Dalam haf pemetaan tipologt Desa berdasarkan tin8kat

perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penBgunaan Desa,

Pemerintah Deea menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM|.

Pemerintsh Kabupaten Musi Raq,as melakukan evaluasi terhadap

tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.

Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) paling laEbat sel€sei sebelum di.Eutrai[ya. pen]rrsunan RKP

Desa Tahun berkenaan.

(4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus diinfomnsikan secara terbuka oleh

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meqiadi acuan

dalam penyusunar Pedomar Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB VII

AIOKASI DANA DESA

Pasal 26

(l) Pemerinteh Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud

untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pem€rintaha[ d€sa,

pelaksana.an Pembangunan desa, pembinaa! kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan maByarakat desa.

(1)

l2l

(3)
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(21 Tujuan diberikannya ADD :

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud

untuk mendukung pelaksanaan lrnyelenggaraan pemeriitaltan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dart

pemberdayaar rtrasyarakat desa. Tujuan diberikannya ADD adalah :

a. meningkatkan pelakeanaan penyelenggaraan pemerint€han Desa,

pelal(sanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;

b. meningkatkan kernampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam

prencanaan, pelaksana.an dan pengendalian pembangunan secara

partisipatif sesuai dengan potensi desa;

c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan

berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

d, mendorong peningkatan swadaya gotong rcyong masyarakat; dan

e. meningkatkan kemandirian desa.

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak

terpisaikan dari pengelol,aan keuangan desa dalam APBDesa;

b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungiawabkan secala

admiaistratif dan teknis sesuai dengan ketenhran peraturan

perundangundangan; dan

c, ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkenda.li,

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pased 27

(3)

3
t

(1)

l2l

Pemerintah Daerah lGbupaten

Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran ;

ADD sebagaimana diEaksud pada ayat (t) paling sedikit 10 {sepuluh
perseratu8) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam

Angga.ran Pendapat8n dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus (DAK);

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-

masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Bagian Kedua

Penggunaan Alokasi Dana Desa

mengalokasikan dalam Anggaran

Kabupaten untuk ADD setiap Tahun

{3)

Pasal 28

,r 
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(U ADD digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat

Desa aerta Penyelenggaraan Pemeriotahan Desa, peBbinaan

kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan

pelaksanaan pembangunan Desa dianggarkan dalaE APB Desa yang

bersumber dari ADD.

(2) Penggunaan ADD sebFgaimana dimaksud pada alrat (1) adalah sebagai

berikut:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa:

1) penghasilan tetap (SILTAP) setiap bulan sebagai berikut :

a) Kepala Desa sebesar Rp. 2.IOO.OOO,-

b) Sels€tsris Desa (Non PNS) sebesar Rp. 1.575.OOO,-

c) Kepala Seksi Rp. 1.O5O.OOO,-Kepala Uru8an sebcsar Rp.

1.O50.OO0,-

d) Kepala Dusun sebesar Rp. 1.O5O.000,-

e) untuk Sekretaris Desa PNS, gaji sesuai Pangkat / Gol yang

ditetapkafl Peraturan Pemerintah.

2) tuqiangan kehormatan BPD setiap bulan sebagai berikut:

a) Ketua BPD scbesar Rp. 1.575.OOO,-

b) Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.312.5OO,-

c) Selcetaris BPD sebeear Rp. 1.155.OO0,-

d) Arggota BPD sebesar Rp. 1.O5O.0O0,-

3) tunjangan jabatsn Kepala Desa dan perangkat desa:

a) Kepala Desa Rp. 1.0OO.00O,-

b) Selcetaris Desa Rp. 5oO.o0O,-

c) Kepela Seksi Rp. 35O.0OO,-

d) Kepafaurusan Rp. 35O.O0O,-

e) Kepala Dusun Rp. 350.OOO,-

4) tunjangan beban keda setiap bulan Penjabat Kades sebesar Rp.

1.500.ooo,-

5) BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kematian dan lGcelakaal

Kerja @ Rp. lSO.OOO/tahun,- untuk Kepala Desa, Perangkat Desa,

anggota BPD, dan Bendahara Desa,

6) caji penjaga kantor desa Rp. 3O0.0OO,- / bulan

7) Gaji pengelol,a perpustakaan desa Rp. 3OO.OOO,- / bulan

8) Oaji staf l(aur Keuangan Rp. 75O.OO0,- / bulan

9) Gaji stal BPD Rp. 750.0OO,- (sela[la 1 bulan)

10) Gaji pengelola aset desa Rp. 3OO.0OO,- / bulan;

1U Gaji marbot Rp. 5OO.OOO per bulan / orang ;

121 caji Linmas Desa Rp. 150.OOO per bulan/orang;

13) Operator SiskeudesRp. 350.OOO per bulan;

" [o''



14) Operator Profil Desa Rp. 750.000,- per semester

15) honor PIGKD dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab sebesar Rp. 5O0.0O0,- /
bulan (selama 11 bulan)

b. Sekdes / Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa sebagai koordinator
sebesar Rp. zlO0.00O,- / bulan (B€lama 11 bulan)

c. Pejabat lGur dan pejabat kasi masing masing Rp. 30O.0O0,- /bulan
(selama 1 1 buJanl

d. Pejabat Pengadaan Rp. 300.OOO,- /bulan (selama 11 bulan)

16) honor TPK dengan rincian sebagai berikut :

a. Ketua (I(aur/Kasi) kecuali Kaur Keuangan Rp. 40O.0O0,- / butan
(selama 11 bulan)

b. Selsetaris fkelembagaan) sebeBar Rp. 350.OO0,- / bulan (selama

11 bulan)

c. Anggota ftelembagaan) sebesar Rp. 30O.O0O, / bulan (selama

11 bularr)

17) Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Rp. 3.0O0.0OO,-

18) Operasional lembaga adat Rp. 3.OO0.0OO,-

19) Operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa Rp.

3.O00.o00,,

20) Belanja pakaian dinas / seragam / aribut :

a. Pengadaan baju batik Musi Rawas Rp. 400.000,-/stel

b. Pengadaan training dan kaos oLalrraga Rp. 1.000.000, -/3 (tiga)

stel/ Desa

2 1 ) Operasional lembaga perlindungan ana.k Rp. 3.0OO.00O,-

22) Operasional sekretariat desa, dengan rincian sebagai berikut :

a. alat tulis kantor (ATK) Rp. 5.OOO.OOO

b. pedalanan dinas Rp. 1O.000.O0O,-

c. makan dan minum rapat Rp. 5.000.0OO,-

d. belanja air, liatrik dan telepon Rp. 2.500.000,-

e. BBM Motor Dinas Operasional Rp. 2.O0O.00O,-

f, Pemeliharaan Motor Dinas Operasional darr Bayar Pajak Motor

Dinas Operasional Desa Rp. 1.50O.O00,-

g. Publikasi Media Massa Rp. 3.OO0.O00,-

23) Rincian operasional BPD dengan rincian sebagai berikut :

a. aLat tulis kantor (ATK) Rp.3.000.OO0,-

b. perjalanan dinas Rp. 5.O00.OOO,-

c. uang Bidang BPD dan anggotanya Rp. 5.OO0.0OO,-

b. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa :

l) Operasional Pemuda dan OLahraga Rp. 1O.500.0OO,-

23
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2) OrgaDisasi PKK Rp. 22.5OO.OOO,-

3) PeLatihan :

a) Peningkatan kapasitas aparatur Rp. 18.0OO.O00,-

b) Peningkatan kapasites BPD Rp. 8.OO0.OOO,-

c) Pelatihan Publik relation Rp. 1.5OO.OOO,-

d) Pel,atihan Guru Ngaji Rp. 2.5OO.OOO,-

e) Pelatihan Kader teknis Rp. 5.ooo.0o0,-

fl Bimbingan dan Konseling penataan desa Rp. 7.O0o.OOO,-

g) Pelatihan wasit volly Rp. 3.OOO.0O0,-

h) Sosia.lisasi pembangunan dan pengawasan pengelolaar

keuangan desa Rp. 2.ooo.OoO,-

3
3

3 c. Bidang Pembangunan Desa:

1) Bagi desa yang belum memiliki Gedung Kantor Desa dapat

membangun gedung kantor desa sesuai dengan keputusan Bupati

tentang penetapan besaran alokasi (ADDI Kabupaten Musi Rawas

Tahun Ang8aran 2019, antara lain :

a) Kecamatsn Muara Kelingi :

(l) Desa Mangan Jaya;
(2) Desa Mambang;
(3) Desa Karya Sakti.

b) Kecslnatan Tugumulyo : Deea A. widodo.

c) Kecamatan Muara Bcliti : Desa Manah Resmi,

d) Kecarnat n BfS. lrlu : Desa Gurtung Kembang Baru.

(3) Desa yang telah mendapatkan pembangunan Gedung Kantor Desa pada

anggaran tahun 2ol8 dapat Eelanjutkan pembangunan gedung kantor

desa sesuai dengan keputusan Bupati tentang penetapan besaran alokasi

(ADD) Kabupaten Musi Rawas Tahun A.nggaJ.alf 2ol9, anta.ra lain desa :

1) Kecamatan Muala Kelingi r

a) Desa Lubuk Tua;
b) Desa Marga Sakti;
c) Desa Lubuk Muda;
d) Desa Temuan Jaya;
e) Desa Petrans Jaya;
0 Desa Temuan Sari;
g) Desa Karya Teladan.

2) Kecamatsn Jayaloka: Desa Bumirejo.

3) Kecamatan STL. Ulu : Desa Pasenan.

4) Kecamatan Sel,angit :

a) Desa Lubuk Ngin Bam;
b) Desa Karang Panggungi
c) Desa Tabah Remanik;
d) Desa Perabumenang.

24 
[rr.



I

Kecamatan Muara Beliti :

a) Desa Satan Indah Jaya;
b) Desa Bumi Agung.

Kecamatan fiang Pumpung Kepungut :

a) Desa Kebur;
b) Desa Rantau Serik.

Kecartratan Muara Lakitan :

a) Desa Sido Mulyo;
b) Desa Marge Baru;
c) DesaBumi Makmur;
d) Desa Mukti Karya;
e) Desa Harapan Ma.kmur;
0 Desa Pian Raya.

Kecamatan BIS, Ulu :

a) Desa Sadu;
b) Desa Gunung KembanS Lama;
c) Desa Sungai Naik;
d) Desa Lubuk Pauh;
e) Desa Sembatu Jaya.

9) KecaEatan Surxber Harta : Desa Sumber Asri.

(4) Fembayaran penghasilan tctap (Siltap), Thnjangan, Gaji, Honor, dan

Insentif diwajibkan aecara non tunai atau melalui transer ke rekening.

Bagian lctiga
Penyaluran

Pa8al 29

(1) Penyafuran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oetalui
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Utrrum Daerah (RKUD) ke

Rekening l(as Desa (RKD).

(2) PenyaluaD Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) ditakulGn 2 (dua) tahap, dengan ketrntuan Bebagai berikut I

a. Tahap I sebesar 6O o/o (enam puluh percen) angga.ran ADD kepada 186

bcrdasarkan aza8 adil dan mcrata pada angggla$ dsn
b. Tahap II 40 % (empat puluh perscn) anggaran sebcsar diberikan

I(epada 186 Desa bcrdaEarkan azaa adil dan merata.

BAB. VIII

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERI},ITAH DESA TAHUN 20 19

Pasal 30

Dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah darl Retribusi
Da€rah PeEerintah DeBa Tahun 20 19, dipcrgunakan uatuk:

s)

6)

7l

8)

o
o

2s 
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l' lnsentif petugas peEqngut Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah di Desa tahun 2019 sebesa! 5% (lima persen).

Bagi hasil proposional untuk kegiatan penyelenggaraan penyuluhan /
sosialisasi pajak Gntsng peningkatan Pendapat€n Asli Kabupaten dan

Desa maksimal Rp, 6.000.000,-

Hasil jumLah pendapata! Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribuei Daerah

dikurangi Insentif petugas pemungut, dipergunakan untuk pembiayaan

bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang

pemberdayaan dan bidarg penyelenggaraan pemerintah.

2.

o
o

BAB. Ix
PENDAPATAN ASLI DESA, HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK

MENGINAT DARI PIHAK KETIGA, I.AIN-I,AIN PENDAPATAN YANG SAH.

Pasal 3l

(1) Pendapatan Asli Desa, Hibah dar Sumbangan yang tidak mengikat dari

Pihak Ketiga, l,ain-lain Pendapatan yang sah Penggunaannya diatur
berdasarkan mus;rawarah desa.

(2) Sebaaaitmna di maksud ayat (1) hams tertuang dalam APtsDes.

BAB X

PEMBINMN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(l) Gubemur selaku perwakilan pusat di daerah mel,akukan

pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dalam ra-ngka

penggunaarr prioritas Dana Desa Kabupaten.

(2) Bupati melakukan pemantauan dan waluasi penggunaan

prioritas Dana Desa.

(3) Pemantauan dan waluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani

urusan pemerintalun bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(4) Dalam rangka peEantauan dan evaluasi sebaAaimara

dimakgud dalam ayat (2), pemerintah kabupaten menyediakan

pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibsntu oleh tena8a

pendamping professional.

(5) Hasil peEantauan dan evaluasi sebagaimana .timaksud pada ayat (3)

dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada

Bupati dan Menteri melalui sisteB pelaporan seeuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

a
o
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(6) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pcmbinaan dan

pengawasan dalam penetapan prioritas peoggunaan dana Desa mclalui

fasilitasi penyusunan per€ncanaan pembangunan partisipatif dan

program pemberdayaan masyarakat Desa,

BAB )(l

PEI,APORAN

Pasal 33

(1) Bupati menyampaikan Laporan penetapan prioritas penggunaan dana

Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Darta Desa

setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Penyampaian Laporan sebagaimana rtimqksud pada ayat (1)

dilakuken pafing laEbat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapl(an-

BAB,(II

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

(1) Masyarakat dapat ikut serta meEantau dan mengawasi

penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Srang akuntabel dan

transpara! dengan cara:

a. menyalxpaikan pengaduan masalah penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa.

b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas

penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturart perundang-

undangan; dan/atau

c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas

penggunaan Darla Desa.

(2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana DeEa

dilekuken melalui :

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada

Kementeriar Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Ilansmigrasi dengan alsmat pengaduan sebagai berikut:

1. Layanarl telepon: 15OOOZ+O;

2. Layanan SMS center: o8778899OO4O, 08128499OO40;

3. l,ayanan PPID : Gedung Utarra, Birc Humas dan

Iftrjasama Lantai 1;

4, Layanan Sosial Media : @Kemendesa (twitter),

Kemendesa. 1 (Facebook).

b. website L{POR Kantor Stat Presiden (KSPI.
2z 
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BAB )gV

SANKSI

Pasal 35

(1) oPD yang tidak melakukan pemantauan dan evaluasi

penggunaan prlofltas Dana Desa dikenakan sankei scsual dengan

peraturan penrndang-undangan benrpa:

a. teguran tertulis; dan

b. merekomendaeikan penundaan penyaluran dana desa kepada

Menteri Keuangan;

(2) Pengenarn eanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) tidak

srcmbebaskan OPD kabupaten dari kewajiban menyampaikan Laporan

penetapan prioritas pengunaan dana D€sa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini muLai berLaku pada tan8gd diundangkan. Agar sctiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

o
a

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal B fggPdnll 2Ol9

RAWAS,

GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada targgal I t€BPckl 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OT9 NOMOR ..9-,.

A'I'T.'

TEN MUSI RAWAS,

2a



I,AMPIRAN I : PERATUMN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG : JONIS KEGTATAN

BEIANJA APBDes
TAHUN 20 19-

o
,

o
I

BIDAI((} I I(EOIATAII TUJUAII XDTERAI{OAII
I 2 3 4

I. PEIYEIIMX}ARAAI{PEIEBIf,?AIIATDEAA

1. Penl rsunan Perdes I Musliaivarah Desa - MeEncanakan kegiatan
di desa

2. Pengsian plofil desa Penlrusunan den Entri
prolil desa berbasis
digitar.

- Informasikan gamba.ran
karalte! desa dan
nencana pembangunan
desa

3. Penyusunan Perdes I MuEEwarah Desa - Merrncanakan kegiatan
di desa

ProSram keSiatan Lainnya
Jaang sesuai dengsn kondisi
desa yang telah diputuskan
dala$ Mugaawarah desa

Keciatan lein yans
tid€l diatur ltamun
menyentuh dan
meningkatkan
pcndapatan
masySrakat dcsa dan
sumber PADesa

Yana tidak
terdaftar
ddam
kegatan
dimaksud
diatas
memerlukan
pers€tujuan
BuDati

II. BIDAIIO PTIABAAiAAIi PEIBATCUI{AT DEsA

1. Pengadaan,
pembangunan,
peflgembangan dan
pemeliharauo sar,roa
dan prasaraDa
lingkungan pemukiman,

a. pembangunan
da.o/atau
perbaikan rumah
sehat untuk fakir
Eiskin

- Ereningkatkan kualitas
hidup;

b. penerangan
lir!gkungan
pemukimrn.

- memenuhi penemngsn
pemukiman dan untuk
peningkatan keamaaai
desa

c. pedestiian. - Jalur aman d6n
nyaman pejalan krti
dan mempercantik
waiah desa.

d- Drainase - menja-rninkelancar'an
pasokan air ke areal
pertatrian.

- Pengendali ait
kepermukaan /
pengendali
cenensen / beniir

e- Tendon air bersih
atau penampung
air hujan bersaina;

- Membangun b€.k
penahpungan aif
bersih untuk
meDcukupi kebutuhan
eir bersih masv'ara-lot.

f. pipanisasi air
bersih

- me!trbangun instalisasi
pendukung distrit usi
aA bersih ke rumah
Denduduk:

g. alat pertadem
kebakaran hutan
den lehsn

- dapat
menangani/mengendali
kan kabakaE!
hutBn/lshsn-

h. sumur resapan - menjaga kebcrlanjutan
air permukaan;

- mencegah banjh dan
meniaea kualites air
tanah.

Nr'
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i, selokan - meoyalulkan air
pembuangan atau air
hujan uotuk tidak
menjadi masalah bagj
lingkunSan dan
kes€hatan.

j. tempat
pembuangan
sampah

- memba-ngun
tempat/bek
pembuaigan sampah,
a8ar mudah dibarra ke
TPA

k. gerobak sampah; lnenyedia.kan saEna
pengangkut sampah
rumah
tangga/ masyarakat
untuk dikumpulLan di
tempat pembuangsn

kendar'€an
pengangkut
sampall

menyedial€n sarana
p€nganSkut ssmpah
rumah
tangga/ masyarakat
ultuk dikumpulka! di
tempat pembuanggn
semDeh /TPA.

m. mcsin pengolah
sampsh

- t€Eedianya sa.rana
pengolah sampah agar
dapat bemilai
ekonomis.

Program kegiatan lainnya
yang scsuai dengan kondisl
desa yang telah diputuskan
dalartr Muq.awarah desa

Kegiata! lain yattg
tidak dlatur namun
meayentuh dan
meningkatka.n
pendapatan
masyarakat desa dan
sumber PADese

Yang tidak
terdaftsr
dalam
kegiatar
dirEaksud
diatas
memerlukan
pcrsctuJuan
Bulratl

2. Pengadaan,
pembangunan,
pengembangar! dan
pemeliharasn salana
pragafana h"ansportasi

a. jalan pemukiman - meningkatkan kuslitas
jalan lingkuoSan
perumahan.

b. ja.lan Desa antara
permukiman ke
wilayah pertanian

- meningkatkankualita$
jalan lingkuflgah Desa;
memudahkan
transportaoi hasil
Dcrtanian.

c. jalan poros - meningkatkankualitas
jalan poros Desa
memudahken distribusi
hasil Dertanian.

d. ja.l6n Desa anta'a
permukiman ke
lokasi crisata

- medlSkatkan kualit4s
jalrn untuk
memudahkan aks€s ke
obvek \pisata I

e. jembatan desa - te.jaminnyakelancaran
aks€s/ trasnportasi
desa/ kelancaran jalan

f. golong-gorong p€nJrediaan bangunan
yang dipakai untuk
membawa aliran air
baik untuk saluran
irigasi atau pembuang
y6ng meterati bawah
islan.

g. termina] desa; - Penyediaan terEinal
Dclayani angkuton
regiolral atau lokal.

,tsY'
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Program kegiata! lainnya
y€ng sesuai denga.!! kondisi
desa ya.rg telah diputuskan
dqlam Musyawarafi desa

Kegiatan lain yang
tidak diatur namult
menyentuh darl
meningkatkan
pendapatan
magrarekat desa dan
sumher PADesa

Yang tidaL
tedaftar
dalo.6
k€giatan
dimaksud
diatas
memerluk(m
persctujuan
BuDati

3. Pengadaan,
peEbangunan,
pengernbangan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana energi

a. membangun
pembanSkit ustrik
tenaga mikrc
htdm

- memaksimalkan
p€manfaatan
sumberdaya sungai
untuk pemenuhan
enersi di Desa.

b. pembangkit tistrik
tenaSa diesel

- ters€dianya qliran
listrik bertenaga dies€l

c. pembangkit listrik
tenaga matahari

- mcee.ksimalkan
p€melfaatan
sumberdaya tenagE
matahari untuk
penefanga! dan
sumberdaya listrik
ms-w8.rakat.

d. lnstalasi biogas memakstmelken
pemanfaatan kotoran
tema.k sebagai biogas.

jaringan distribusi
tenaga listrtk

terdistibusiaya aliran
listrik bsgi masjrarakat.

Pro8ram kegiatsn lainnya
yang sesuai dengan kondisi
desa Jr6ng telah diputuskan
dalam Muoyawaiah desa

Kegiatan lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatka!
pendapatar
masJErakat desa dan
sumber PADeaa

Yang tidak
terdaltat
dalam
keglatan
dimaklud
diatss
ttremerlukan
persetujuan
BuDati

4. PengadaBn,
gemb€r!8unan,
pemenfeatan dan
pemeliharaan s€Jana
dan prassrana informasi
dan komunikasi

a- ja-ringan i.temet
untuk warga Deaa

- mewujudkan informasi
baAi easyarakat
berbasis teloologi

b. website Desa; - terwujudnya
tmnparanai inlormasi
kegiatari desad.n
samna p€ntenalan
Dotensi dcsa.

c. peralatan
penSeras suara
llorrdsrl.fkerl

- tersedianyape!'alatan
pengems suata

d. radio Single Side
Band (SSB)

- ters€dianya samna
komunikasi.

hogram keAiatEn lainnya
yang sesuai deogan koodisi
desa yang telah diputuskan
dalam Musyawarah desa

Kegiatan lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
pendapatan
magraiakat desa dan
sumber PADeaa

Yang tidak
terda.ftat
dalam
keAiat€n
dimaksud
diatas
meluerlukan
persetujuan
Bupati

5. Pengadaan,
pembanSunan,
pengembangan d8n
pemeliharaan ssrana
Drasarena kes€haten

a. air bcrsih berskala
Desa

- terccdia dan
terpenuhinya
kcbutuhan air bcrsih.

o
a

a
o
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b. sanitasi
liflgkungan

- te4aganya kesehatan
dan kebersihan
lingkung€!

c. jambanisasi; - terciptanya pola hidup

d. mandi, cuci,
kalus (MCK);

- tersedianya sarana
MCK dan terciptanya
Dola hiduD s€hat

e. a.lat bantu
p€nyandarrS
disabilitas;

- terbantun,"a
masyarakat yang
kurang Inampu
DenYandary dlsabllltas:

I panti rehabiutasi
peoyarldang
disabilitas

teNedianya aarana
rehabilitasi penyandanS
disabilitas da.rr
meningkatnya
kemandirian
Denvandanc disabilitas.

g. bslai pengobata.r! telsedianya balai
laya.nan kesehatan

h. Posyandu mendorong optims-lisasi
kegiatan pclayanan
kcsehatan masyarakat
dan teiaganya
kesehaten balita-

i. poskesdes/ polinde
s;

- mendoronSoptimalisasi
kegiatan pelayanan
kesehatan masyara-kat.

j. posbindu; - optirnallsasl kegiatan
pelayanan kesehatan
masyamkat.

k. r€agen rapid tes
kid untuk
menguji samp€l-
srmnol meksn.n:

- terlindungnya
masyarakat dari
mal<anai yang
berbahave venc bercder:

Program kegiatan lainnya
yang sesuai dengan kondisl
desa yang tclah diputusks,
dalaln Muqrawarah desa

Kegiatan lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
pendapatan
mag€.iakat desa dan
sumber PADesa

Yang tidak
terdaltar
dalam
kegiatan
dirEqk$ud
diatas
memerlukan
pers€tujuan
BuDati

6. Pengadaan,
pembanguna!,
pengembangan dan
Pemeliharsan sarana
prasarana peodidikan
dan kcbudayaa!

a. taman bacaan
mqsl'ar.akat

- optimo.lisasi minat baca
masyarakat.

b. bangunan
Pendidikan Anak
Usia Dini

- memenuhi kebutuhan
pendidikan dasat
untuk anak balita/usia
dini

c. buku da!
Peral,atan belajar
Pendidikan Anak
Usia Dini leinnva

Femenuhan peralatan
p€Ialata! b€lajar
Pendidikan Anak Usia
Dini

d. $ahana
permainan €nak di
Pendidikan Anak
Usia Dini

Pemenuhan wahana
p€rmainan ara.k di
Pendidikan Anak Usi,a
Dini

e. tarnan belajar memenuhi kebutuhan
belajar keagamaan

f. bangunan
perpustakaan
Desa

memenuhi kebufuhan
penyedisBn irformaai
da-lam meniugkattan
pengetahuan
rnasvarEkat Desa.

lr1'



g. buku/bahan
bacaa.n

- Pemenuha! kebutuhan
buku/bahan bacaan

h. bafai
petiatihan/ kegiata
n b€Lajar
masyarakat

- terpenuhinya
ketlutuhen belai
pelatihan/ kegiatan
belajal masyara-kat.

l. sanggat sear - terpenuhinya
bangunan sanggar
kesenian.

j. f m dokumenter - terpenuhiDyakegiatan
dokumenter

k. peralatsn k€senian - terpenuhlnya
kebutuhan pemlatan
kesenian.

ProSram kegiatan lainnya
yang s€suai dengan kondisi
desa yang telah diputuskan
dalanr Musyawarah desa

Xegiatan lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dajr
meningkatka,
pendapata.n
masyarakat desa dan
sumber PADesa

Yang Udak
terda.ftaJ
dalam
kegiatan
dima.ksud
diatas
memerlukan
pers€tujuan
Bupati

7, Pengadaan,
pembalgunan,
Pengembangan dan
pemeliharaan sarsna
prasarana produksi
usaha pertanian untuk
ketahanan pangan dan
usaha pertania!
berskala produktif yang
difokuska! kepada
pembentukan dan
pengembangan produk
ulrggulan Desa dan/atau
produk unggulan
kawasa-n perdesgan

a. bendunSan
berskala kecii

terpenuhiflya
benduogan ultuk
kebutuhan pengaiia!
berskela desa

b. pembangunan
atau Perbaikan
embung

terpenuhillya
bargunan embung
atau perbaikan embung
u[tuk kebutuhan
pengairsn berskala
desa

c. irigasi Desa - terpenuhinya irigesi
untuk kebutuhan
pengairan b€Ekala
desa

d. percetakan lahan - menirgkatnya jumlah
lahan Dertanian

e. kolern ikan - terpenuhinya
banSunan/ peralatan
untuk kolern ikan

I kandang ternal - meningkatkan
pelldapatan petemak

g. mesin pal<an - terpenuhinya mesin
pakan temak untuk
kebutuhar pakan
temak desa

h. gudaag
p€nympanarr
saiana produksi
p€rtanian
(saorotanl

- terpenuhlnlaa Sudang
penyimpanan sarana
produksi pertahian
(saprotan)

Program kegiatan l,ainnya
yang sesuai dengan koldisi
desa yang teliah diputuskan
dalarn Musyawarah desa

Kegiatan lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
Pcndapatan
maq.am]<at desa dan
sumb€! PADesa

Yang tidak
tetdaltar
da-lam
kegiatan
dimsl<sud
diatas
memerlukarl
persetujuan
Bupati

3
3

3
3
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8. Pengadaan,
pembangunan,
pemanfaatan dan
pemelihaman sarana
dan pmsarana
F€ngolalta-n hasil
pertanian untuk
ketaianan pangan dan
usaha pertanian yang
difokuskan kepada
pembentukan dan
p€ngembangan produk
unggulan desa dan/atau
prcduk unggulan
kawasan perdesaan

a. penSeringan hasil
p€rtanian seperti:
lantai jemur
gabal, jagung,
kopi, coklat,
kopra, dan
tempat
Denicmuran ikan

terpenuhinya
pengeringan hasil
pertanian

b. lumbung Desa - terpenuhinya lumbuflg
Desa

c. gudang pendingin
(cold storage)

- terpenuhinjra gudang
f,endingin (cold storage)

Program kegiatan lainnya
yang sesuai deaga! kondisi
desa yarlg telah diputuskan
dalam Musyawarah desa

Kegiatan lain yang
tidsk diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
pendapatan
masya.rakat desa dan
sumber PADesa

Yang tidak
terdaJtar
dalam
kegiatan
dima*sud
diatas
memerluka.it
persetujuan
BuDati

9. PenSadaan,
pembangunan,
pertanfaatan dan
pemeliharaan sarana
dan prasaana jasa serta
usaha industri kecil
dan/atau industri
rumahan ysng
difokuskan kepada
pembentukan dan
pengemba-ngan produk
unSgulan desa dan/atau
produk unggulan
kawagan petdesaan

a. mesin jalit - terp€nuhinya
kebutuhan mesin jahit

b. peralatan bengkel - terpenuhinya
kebutuhan peralatan
bengkel kendaraan
bermotor

c. mesin penepung
ikan

- mesin pelrepung ikan

d. mesin penepung
ketelia pohon

- terpenuhinya
kebutuhan mesfu!
penepung ketela pohon

e. mesin bubut
untuk mebeler

- terpenuhinjra
kebutuhan mesin
bubut uotuk mebeler

Program keSiatan liainnya
yang sesuai dengan kondisi
desa yang telah diputuskan
da.lam Musyawarah desa

Kegiatan la-in y6ng
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
pendapatan
masyafakat desa dan
sumber PADesa

Yang tidak
tedaftar
dalam
kegiatan
dimaksud
diatas
memerlukan
persetujuan
Buoati

10. Pengadaan,
pembanSunan !

pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana
dan prasara-na
penulsalan yang
difokuskan kepada
pembentukan dan
pengembangan produk
unggulan desa
dan/atau ptuduk
unggulan kawasan
perdesaan

a. pasar Desa Terpenuhioya
kebutuhan pasar D€sa

b. pasar sayur Terpenuhinya
kebutuhan pasar saFrr

c, pasar hewan Temenuhinya
kebutuhan passr
hewai

d. toko online Terpenuhinya
kebutuhan toko online

Program kegiatan lainnya
yang s€suai dengqn kondisi
desa yang telah diputuskan

Keaiatan lain yang
tidak diatur namun
menyentuh d6n

Yaig tidak
terdaftar

N.
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dslam Musl.awa.rah desa ureDingkatkan
pendapatan
uasya.rakat desa d6n
sumber PADesa

kegiatan
dimaksud
diatas
memerlukan
pers€tujuan
Blrr)'ti

1 I . PenSadaan,
pembanSunan,
perlanfaata! dan
pemeliharaan sarana
da.tt prasarana Desa
Wisata

a. pondok rdsata - optim€lisasi poteosi
desa guna peningkatan
dan pelrgemban8an
d€sa.

b. panggung hiburai - optima.lisasipotensi
desa guna peningkatan
dan pengembangs!
desa.

c. kios cenderemata - optimalisesi potensi
desa guna peningkatan
da.n pengembargen
desa.

d. kios warung
mal€n

- optimalisasi potensi
desa guna peningkatan
dan pengembangan
desa-

e. wahana
permainan anak

- Terpenuhinya wahana
p€rmainan onsk

L wahana
Permainan
outbound

optimalisasi potensi
desa guna peningkatan
da-!r pengembangan
desa.

g. tamarr r€kreasi - optimalisasi potensi
desa guaa p,eningkatan
dan peagehbangan
desa.

h. tempat penjualan
tiket

- optirnalisasi potensi
desa guna peningkaten
den pengembangan
desa.

i. angkutan wisata - optimalisasi potensi
desa gulra peningkatan
do! p€ngembalgan
desa.

Program keAiatarl lainnya
yang s€suai dengan kondisi
desa yang telah diputuskan
dalam Musyawaiah desa

Kegiatsn lain yang
tidek diatur namun
menyentuh da!
meningkatkan
pendapatan
maslraral<at desa dan
sumber PADesa

YarA tidak
terdaftar
dalam
kegiatan
dimaksud
diatas
memerluk n
persetujuan
BuDati

12. Pengadaan,
pembanSunan,
pemanfaatan dan
p€rueliharaan samla
dan prssararE
Telitologi Tepat Guna
{TTO) untuk kernajuan
ekonomi y6ng
difokuskah kepada
pembentukan dan
Pengembarrga! produk
uoggulan desa den/atau
produk unggulan
kawasan perdesoan

a. penggilingsn padi Terpenuhinya
kebutuhan untuk
f,eningkatan poduksi
uogsulan dese.

b. peraut kelapa Terp€nuhinya
kebutuha.n untuk
peningkatan prcduksi
unsEulsn desa.

c. pcnepunS biji-
bijian

- Teapelruhinya
kebutuhan untuk
peningkatan produksi
unpculen desa.

d. p€ncacah pakan
temak

- Terpenuhlnlra
kebutuh€, untuk
peai[gkatan produksi
unrculan desa.

fc''



3
&

e
C

e. ssngrai kopi - Terpenuhinya
kebutuha! untuk
peningkatan pmduksi
unszulatl desa.

I pemotong/ pengiris
buah dan salMan

- Terpenuhinya
k€butuhan untuk
peningkatan prcduksi
unsculan desn-

g. pompa air Terpenuhinya
kebutuha-n pompa air

h- traktor mini Terpenuhinya
kebutuhan untuk
peningkatan produksi
unclulsn desa.

kogram kegiatan lainnya
yang sesuai dengan kondisi
desa yang telal diputuskan
d6lam Musyawareh desa

Kegiatan lain J,€ng
tidak diatur namun
meflyentuh dan
meningkatkEjr
pendapata!
masyarakat desa dan
sumber PADesa

Yang tidak
terdaltar
dalam
kegatsn
dimaksud
diatas
memerlukan
Persetujuan
Bupati

13. Pengadasn,
pembangunan,
pengembangan da.n
pemeliharaan saEna
Prasarana untuk
pelestarian lingkungan
hidup

a. pembuaten
terasering

- Terpenuhinya
kebutuhan pembuatan
terasering

b. kolam untuk mata
air

- Terpenuhinya
kebutuhan kolam
untuk mata air

c. plesengan sungai ' Terpenuhinj.a
kebutuhan ples€ngsn
sungai

d. pencegahan
kebaka.ran hutan

- Terpenuhinya
kebutuhan pencegahan
kebekaran huten

Program kegiatan lainnya
yang s€suai dengan kondisi
desa yang telah diputusken
dalam Musyawara}I desa

Kegiatan lain yana
tidak diatur namun
menJrcntuh datr
meningkatkan
p€ndapatan
masya.akat desa dan
sumb€r PADesa

Yang tidak
terdalta.r
dalam
kegiatan
dimalsud
diatas
memedukan
Persetujuarl
BuDati

III. BIDATG PEXBII{AAT TAAIAA.RATAT DEAA

1. Pembinaan Keamanan,
ketertiban dan
Ketenraman wilayah dan
masyarakat desa

a. Insentif Linrias
Dese

- meningkatkan kinerja
linmas dalam menjaga
keamanan, ketertiban
dan ketenterafian
wilayah dai
masyarakat Desa

b. Ins€ntif Penj€ga - meningkatkan kinerja
penjqga kantor desa

2. Pemuda dan olahram a. Operasional
kepemudaan

- Meoingkatkan kegiatsn
Pemuda dsn Olahraga

b. Pelatihan wasit
volly

- Meniagkatkan
pengetahuan pemuda
tenteng peraturan
olairaga cabang bola

Ag''
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3. Puskesos operasional
Kcsejahteraan Sosial

- meningkatkan kinerja
lemboga kesejahter€a,
sosial

4, Perlindungan anaL Op€rasonal temboga
pertindunSan anak
didesa

- meniagkatkan kineda
lemb€ga perlindungan
snak

5. O.ganisasi PKK Peningkatan
Oryanisasi PKK

- Meningkatkankegiatan
Organisasi PKK

6. LPMD Op€Iasiotlal lcmbaga
pembcrdayaan
masyamkat desa

- Meningkatkan kinerja
kader pefirbcrdayaan

7, Lmbaga Adat Peningkat€n Lmbaga
Adat

- Meningkatkankegiatan
Lcmbaga Adat

8. Marbot Elantua, inseotlf
Marbot

- Tedaga kebersihan
tempat ibadah

9. Pengelola Perpustakaan
Desa

Bantuan lnsentif
pengelola
perpustakaan desa

Mcningkatkan kioeia
ftngelola PerpustakaaJt
Desa

10. Operator Sjskeud€s Bantuan insentif
Operator Siskeudes

Meningkatkan kine4a
dan pelaporan
keuangan tepat waktu
berbasis Siskeudes

I l. PengeloLa aset Bantuan iflsentif
pengelola aset

- Meningkatkan kincrja
Pengelola aset desa

12. Operator pmfil desa Bantuan insentif
operator prolil desa

- Meningkatkan kinerja
operator prolil desa

13. Peningkatan Kapasitas
aparatur desa

c. Pelatiha.n apatur
Pemedntah Desa.

- Meninckatkan
kemsrrpuan apatur
Pemeriatai Desa.

d. sosiolisasi
pengSunaan dan
p€nSawasan
keuangan desa

- Meningkatkan
Pengetahuan apaiatur
den mesyer€kat
tentang penggunaan
dan pengawasan
keuenran desa.

Progrsm kegiratan lainnya
yang sesuai dengan kondisi
desa yanS tclah diputuskar
dalam Musya\rar"ah desa

Kegiatan lain yarg
tidak diatur tramun
menyentuh dan
mefliflgkatkan
pendapatan
masyar€I<at desa dan
sumber PADesa

Yang tida.k
terda.fta,
dalam
kcalatan
dimaksud
distes
memerlukan
peIsetuju6n
BuDsti

IV. BIDAIIG PI BERDATAAT f,AAYAARAXAT DESA

1. pengelolaan kegiatan
p€Lalranan kesehatan
masyarakat

s- penyediaEn air
t'ersih

- T€rs€dianyakebutuhan
ail bersih

Nr.



b. pelayanan
kesehatan
lingkungan

- Optimalisasi pelayanan
kes€hatan lingkungan

c. kamparye dan
prcmosi hidup
schat guna
mencegah
pelyalit seperti
penyskit menular,
penyaldt seksual,
HTV/AIDS,
tubclkulosis,
hipertensi,
dtabctes mellitxs
dan ssnscuen iiwa

Tersosialisasinlra pola
hidup sehat dan
mcnccgah p€nyakit
berbahaya dan menular

d. bantuan insentif
untuk kader
kesehatan
masyarakat

- Tersediaiyan kader
kesehat n

e. pedrantauan
pertumbuhan
dan
penyediaan
makalan schat
untuk
peningkatan gizi
baAi balita dan
anak sekolai

- Terpantaunya
pertumbuhan dan
peayediaan makanan
sehat untuk
pc.lilr*atan gizi bsti
balite dan ansk skolah

f. karnpqnye dan
promosi hak-hak
anak, ketrampilan
pengasuhan anak
dan perlifldungan
Ana.k

- Tersosialisasinyahak-
hok ana*,
kett"ampilan
pengasuhan ana-k dan
perlindunga! Anak

g. pengelolaan balai
pengobatan De6a
dan persalinan

- Optimalisasl ba.lai
pengobatan Desa dan
persalina,

h. perawatan
kesehatan
dan/atau
perrdampingan
untuk ibu hamil,
nifss dan
menvusui

Optimalisasi p.rawatan
kes€hatan dan/atau
pendamptrgan untuk
ibu hamil, Difas dan
menyusul

i. pengobatan untuk
lansia

OptiEalisasi
pengobatan untuk
lansia

j. keluarga 'l erlaksananya proSram
kelusrga berencana

k. penSelolaa.n
kegiatan
rchabilitasi bagi
FnyBndarxt
disabilitas

Opti&alisasi keAiatan
rehabilitasi bsai
p€nyandang disabilitas

l. pelatihan kader
kesehatan
masyarakat

Terriptan,'a kader
kader kesehatan
masyaiakat

m. pelatihan hak-
hak anak,
ketrarnpilan
penSasuhan arak
dan perlindungan
Anak

Meningkatnya
pentetahuan hak-hak
anal<, ketrampilan
pengasuhan anak da'tr
perlindungan Anak

o
t
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!r. pelatihan pangan
yang sehat dan
aman

- Meningkatnya
pengetahuan panSan
yang sehat dan aman

o. pelatihs.n kader
Desa untuk
pa.[8ar! yang
sehat dan aman

Tersedianya kader Desa
untuk panga! yang
sehat dan sman

Program kegiatan lainlrya
yang sesuai dengan koldisi
desa yang telah diputuskan
dalam Muqrawa.rah desa

Kegiatan lain yang
hdak dlatur namun
menyentuh dan
merringkatkan
pendapatan
masyarakat desq dan
sumbff PADesa

Yang tidak
tcrdalter
dalam
kegiatan
dirnsk6ud
diatas
memerluksn
persetujuan
BuDati

2. pengelolaan kegiatan
pelayanan pcndidikan
dan kebudayaan

a. trentuen insentil
guru PAUD

Tersedianya gum PAUD
Meaingkatkan lokus
guru PAUD dalam
telavenen D€ndidiksn.

b. bartuan ins€ntif
SUnl taman
belajar k€agamaan

- Tersedianya guru
taman belajar
kcagarnaan

c. penyelengSaraan
pelatihan keBa

- meoiogkatkan atau
melatih keterampiian
masyaraLat desa,

- meuciptakan lapangan
kerja atau sebagai
model keteramDilan.

penyelensaJaan
kursus seni
budaya

menin8katkan atau
melatih ketemmpilan
masyarakat desa
dlbidang s€d budaya.
menciptakan lapangan
kerla atau rebsgai
modal keterampilan.

e, b€ntua!
pemberdayaqn
bidalg olahraaa

- meningkatkan
kemampuan
masyarakat ddam
bidang olahraga.

- menciptakai bibit auet

I pelatihan
pembuatan frlm
dokumenter

meningkatkan atau
meliatih keterampilan
masyarakat deaa
dibidang film
documenter.

Program kegiatan lainnya
ya!8 s€suai dengan kondisi
desa ,€ng tetsh diputuskan
dalam Musyawarah desa

Kegiatan lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatl<qn
p€ndspatan
masya.rakat desa dan
sumber PADese

Yang tidak
terdaftar
dalam
k€giatan
dirmksud
diatas
memerlukan
persetujuen
BuDati

3. pengelolaan lingkungan
perumahan Desa

a- pengelolaan
sajnpah berskala
rumah tangga

- Desa mampu mengelola
ssmpeh berska.la
,umah tangga

- menilSkatkan
pendapatan
masya.ralat rumah
tanEsa.
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b, pengelolaan
sarana pengolahan
air limbai

Desa mampu mengelola
air limbeh menjadi
Iimbah y€ng rahah
lingkungan.

Program kegiatan Lainnya
yaJ!8 sesuai dengan kondisi
desa yanS t€lah diputuskan
dalam Mus)rawarah d€sa

Kegiata! lain yanA
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
pendapatan
masyarakat desa da!
sumber PADesa

Yang tidak
terddta.r
dalam
kegiatan
dimaksud
diatas
memerlukan
peruetujuan
BuDati

4. pengembanga, energi
terbarukan

a. pengolahan
limbah petemakan
untuk energi
bioras

- Desa dapat menge lola
lilnbai petcmakan
untuk energi biogas

b. pembuatan
bioethanol dari ubi
ka)"r

Desa dapat mengelola
pembuatan bioethanol
dari ubi kayu

c. pengolahsn
min).ak goreng
bekas menjadi
biodies€1

Desa dapat mengelola
minyak goreag bckas
mcnjadi biodiesel

d. p€ngeloLaan
p€mbangkit listrik
tenaSa angin

masyaratat dapat
membuat pembangkit
listrik tenaga alrgin

Proaram kegiata! lainnya
Yang sesuai dengan kondisi
desa yalg telah diputuskan
dalam Musyawarah dese

Kcgiatan lain yang
tida-k diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
pendapatan
maq/amkat desa dan
sumter PADesa

Yang tidak
terdafta,
dalam
kegiatalr
dimaksud
diatas
memerlukan
persetujuan
BuDati

penSelolaan produksi
usaha perbni€n
untuk ketahanar
pangan dan usaha
Pertanian ysng
difokuskan kepada
pembentukan dan
pengembanga! produk
unggulan Desa
dan/etau produk
unSSulan kawasan
perdesaan

a. pembibitan
tanaman p€ngaJr

terpenuhinya
kebutuhan bibit
tanaman pangan

b. pembibitan
tanamen keras

terpeoulinya
kebutuhan bibit
tanaman keras

c. pengadaan pupuk terpenuhinya
kebutuhan pupuk

d. pembenihan ikan - terp€nuhinya
kebutuhan benih ikan
air tawai

e. pengelolaan usaha
hutan Desa

- desa mampu mengelola
usahe huten desa

I pengelolaan usaha desa mampu mengelola
usala hutan sosial

8. pengada€!
bibit/induk teriak

- terpenuhinl.a
kebutuhen bibit/induk
temak

h. inseminasi buaten desa dapat
meningkatkan produksi
temak dan menjadi
Drcduk uneculan desa.
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i. pengadaan paks!
temak

- meninAkatkan Foduksi
temak dan meojadi
produk unggutan desa.

Program kegiatEn lainnya
yang s€suai dengan kondisi
desa yeng tclah diputuskan
dalam Musyawar'ah desa

Kegiatan lain yang
tidek diatur namun
menyentuh darl
meningkatkan
pendapatan
masyarsl<at desa dan
sumber PADeBa

Yary tldak
terda.ftai
dalam
kegiata.
dimaksud
diatas
mernerluka!
Persetujuan
Bupati

6. pengolahan hasil
produksi usaha
pertanian untuk
ketahanan pangsn dan
usahe p€rtanian yang
difokuska, kepsde
pernbentukan dan
peaSembangan produk
ungulah desa
dan/atau pmduk
ungSulan kawasan
Perdeeoan

a. tepung tapioka - desa mampu
mengembangkan usaha
/ mengclolia hasil
pertanian olalla.r
tcounc taDioca.

b. IGrupuk - dese mampu
mengembangkan usaha
/ mengelola hasil
pertanian olahan
kerupuk.

c. keripik jamur - desa mampu
mengcmbangkan usaha
/ mengelora hasil
pertanian ola-lan
keriplk iamur.

d. keripikjaaung desa manrpu
mengehbangkan usaha
/ mengelol,a hastl
p€rtania! olahar
keriDik iasunc

e. ikan asin - desa mampu
meirgembangkan usaha
/ mengelola hasil
otraian ik6n

I abon sapi - dcea ms.mpu
meogembangkan ussha
/ mengelola hasil
olehen abon salll-

g. susu sapi desa mampu
mengembangkan us€Ia
/ melrgelola hasil
olalan susu saDi .

h. Kopi desa mampu
mengembangkan usaha
/ mengelola hasil
olehen korri-

i. coklat - desa mampu
fienSembangkan ussha
/ mengelola hasil
olahan coklat.

kar€t - desa mampu
&engembangkan usaha
/ mengelola hasil
olehan ksret.

Progrem kegiatan tainoya
yanS sesuai dengan kondisi
desa yang telqh diputuskan
dalam MuslEsar€h desa

Icgiatan lain yang
tidak diatur namun
menJrentuh dan
meningkatkan
Pendapatan
maqraralat desa dan
eumber PADesa

Yang Udak
terdaftat
dalam

dirn6ksud
diatas
memerlukan
persetujusn
Buneti
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7. pelgelolaa, usahajasa
dan industri kecil yang
difokuslq! kepada
pembentukan dan
pengembangan produk
unggulan desa
da!/atau produk
unggulan kawasan
perdesaan

a. meubelair kayu
dan mtan

desa dapat
membentuk/ merlgerEbalrg
kan usaha usaha
meubelair kayu dan rotan

b. atat-al,at rumah
t€ngga

desa dapat
membentuk/mengembarS
kan usaha usaha
mengelola usaha s.lat-alet
rumah tanrsa

c. pa.kaian
jadi/ konveksi
kerqrinan tangan

desa dapat
membentuk/ mengembang
kan usaha usala pakaia!
jadi/korveksi kelajinan
t nean

d. kain tenun desa dapat
memhntUk/mengembang
ka! usaha kain teaua

e. kein tlatik desa dapet
membefltuk/ mengembang
kan ussha usaha

I b€ngkel kendaraan
bermotor

desa dapat
membentuk/mengembang
kan usaha bengkel
kendaraan bermotor

g. pedagang di pasa, desa dapat
membentuk/nrengembang
kan usaha perdaSangan

h. p,edagang
pengepul

desa dapat
memb€ntuk/mengembang
kan usala pedagalg
Denseoul.

Program kegiatan lahnya
yang sesuai dengan kondisi
desa lrang telah diputuska!
d8lam Muq.ewaieh desa

IGgiatan lain yeng
tidak diatur namun
menyentuh dan
m€nhgketkdl
pendapatan
masyarakat desa dan
sumber PADesa

Yang tidaL
terdaltar
dajalo
kedatan
dimaksud
diatas
memcrlukan
persetqjuan
BuDati

8. pcndirian dan
penSembangan BUM
Desa dan/atau
BUMDesa Bersema

a. p.ndirian BUM
Desa dan/atau
BUM Desa
Befssfia

- Meningl€tkan ussha
ekonomi di Desa

b. penyertaan modal
BUM Desa
da.o/atau BUM
Desa Bersama

- membentu
p€ngemb€ngan usaha
ekonomi di Desa

c. p€nguatan
permoda.lan BUM
Desa dan/atau
BUM Desa
Bersama

' memperkuet
permodalafl BUMDesa
yang dimiliki Desa

- me[iflgkatkan
keuntuogan BUMDesa
untuk perlambahan
Peodapatan Asli Desa

Prograft kegiatan la-idnya
yanS sesuai denga! kondisi
desa yang telah diputuskan
dalarn Musya'\parah desa

Kegiatan laln yang
tid6k diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
pendapatan
maErars-kat desa dan
sumber PADesa

Yeng tidek
terdaJtar
dalam
keciatan
dimaksud
diatas

persctujuan
BuDeti
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9. pengembangalr usaha
BUM Desa dan/atau
BUM Desa Bersama yang
difokuskaJt kepada
pembentukan dan
pengembalgan pmduk
unggulan desa dan/atau
produk unggulan
kawasan perdes€an

a. pengelolaan hutan
Desa

- Desa melalui BUM
Desa dapat
membentuk/ mengemba
ngkan usaha
pengeloloan hutan
Dese

b. pengelolaan hutan
Adat

Desa mela.lui BUM
Desa dapat
membentuk/ mengemba
ngkan usoia
Denaelolaen huten Adat

c. industri air minurn - Desa melalui BUM
Desa dapat
membentuk/ mengemba
ngkan usaha industri
air minum

d. iddustri pariwisata
flesa

- Desa melalui BUM
Desa dapat
membentuk/ mengemba
ngkan industri
oarfu/isata Desa

e. industri
pengolahan ikan

- Desa melalui BUM
Desa dapet
membentuk/ mengemba
ngkan indusri
Dellsolahan ika!

kogram kegiatan lainnya
yang sesuei dengan kondisi
desa yang telah diputuskan
dalam Musyawarah desa

KeSiatan lain yang
tidak diatur namun
metlyentuh dan
meningkatkan
pendapatan
masyarekat desa dan
sumber PADesa

Yang tidak
t€rdaftar
delem
kegiatan
dimaksud
diatas
memerlukan
p€rsetujuan
BuDati

10. pemanfaatan Tekdologi
Tepat Cuna urtuk
kemsjuan ekonomi yang
difokuskan kepada
pembentukan dan
pengembangan prcduk
unggulan desa dan/atau
produk unSSulan
kawasan petdesaan

a. sosialisasi TIG memberikan
Peagetahuan
masyarskat tentang
Teknolosi TeDat Cuna

b. pos pelaJranan
teknologi Desa

tersedianya pos
pclayalan teknologi
Desa

c. pelcontoharr
TTG untuk
produksi
pertanian,
pengembangan
sumb€r energi
perDesaan,
pengembangan
saiana
transportasi dan
komunikasi serta
penSembangan
jasa dan industri
kecil

meningkatkan/ mengem
bangkai dan
mengaplikasikannya
Teknologi Tepat Guna
untuk pengembangan
sumber energi
perDesaan,
pengembangan s€rsna
transportasi dan
komunikasi serta
pengembangan jasa
dan industri kecil

Program kegiatan lainn,'a
yang sesuai denSan kondisi
desa yalg telah diputuskan
da.lam Mus'yawaralr desa

Kegiatan lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
pcadapatan
masyarakat desa dan
sumber PADesa

Yang tidak
terdaltar
dalarn
k€Siatan
dirnaksud
diatas
memerlukall
persetujuan
BuDati
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I l. pengelol€an pemasaran
hasil pmduksi usaha
BUM Dese den usaha
ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada
pembentukan dan
pengembangan produk
unggulan desa dan/atau
produk unggulan
kawasan perdesaan

a. penyediaan
informasi
harga/pasar

- memberikan informasi
kepada masyarakat
tentang harga pasar

b. pameEn hasil
usaha BUM
Desa, us6ha
ekooomi
masya-rakat
danlatau koDerasi

- mengenalkan hasil
BUM Desa dan usaha
ekonomi masjrarakat
dan/atau koperasi

c. kerjasarna
perdagaigan antar
Dera

meningkatkan a.kses
pasar Petani yang
dikelola secsra
be rsama-sama
meningkatkan nilai
tambah komiditas
ekonomi loka.l.

d. kerjasana
perdegangan
dengan pihak
ketiga

meningkatkan alses
pasar petani yanS
dikelola s€cara
bersama-sama
meningkatkan nilai
tamba-h komiditas
ekonomi lokel.

Pr0gram kegiatan lainnya
yang sesuai dengan kondisi
d€sa yang telah diputuska!
dalam Musyawarah desa

Kcgiiatan lain ]iana
tidel diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
Pendapatan
masyarakat desa dan
sumber PADesa

Yang tidak
terda.ftar
dalsm
kegiatai
dimaksud
diatas
mem€rlukan
persetujuan
BuDati

12. penguatBn dan fasilitasi
masyargkat Desa
da.lam kesiapsiagaan
mcnghadapi tanggap
darurat bencana serta
kejadian luar biasa

a- penyediaan
layanan iofomasi
tentaJrg bencana

magasrakat menSehaui
inlormasi tentang

b. peLatihan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalam
menghadapi
bencana

- masyaral<at si6ga dan
siaga jikalau teiadi
bencajra

c. pelatihan tenaga
sukarelawan
untuk
penanganan

- tersedia sukarelawan
yang mengerti teknik
dalam penanganan
jikalau te{adi beocana

Progam kegiatan lainnya
yang sesuqi dengan kondisi
desa yang tel6-tr diputuskan
dalam MuE awarah desa

Kegiatan la.in yang
tidal< diatur namun
menyentuh dan
meninskatkan
pendapatan
maq/a-rakat desa dan
sumb€r PADesA

Yang tidak
terda-ftar
dalam
kegiatan
dimal<sud
diatas
memerlukan
persetujuan
BuDati

13. pelestarian tingkungan
hidup

a. pembibitan pohon
langka

- melesta-rikan pohon
yang sudal langka

b. reboisasi menghinda.ri bahaya
lonsor, dengan
menghijaukan kembali
hutanyang telai
sundul.

c. rehabilitasi lahan
cambut

untuk mencegah
kebal<a-ran hutan
gambut yang rawan
terbal<ar.

,tr 
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d. pembersihan
daerah a.litan
sungai

- meningkatksn
kesadaran masyaralat
jangan buang sampah
disunngai, dan
memastika! alilsn
lancar dari hulu ke
hilir-

PlogrEm kegiatan lainnya
yang sesuai dengan kondisi
desa Jrang telah diputuskan
da.lam Musyawarah desa

Kegiata! lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dan
lDeningkatkai
kescjahterasn
masyarakat desa.

Yang tid8k
tedaftar
dalam
kegiata.
dimeksud
diatas
memerluksn
pers€tujuan
BuDati

14. mendolong
partisipasi
masyaraket dalam
peEncanaan dan
pembangunan Desa yang
dilalsanakan secara
s{akelola oleh Desa

P€ngembangan
sistem iilormasi
Desa (SID)

- meningkatkan kine.ia
p€merintah desa lebih
elisied efelitil,
transparan, akuntabel,
dan layanaa publik
yang prima berbasis
komputer.

b. pengembang€n
pusat
kemasyarakatan
Desa da!/atau
be-Iai ralvat

- pusat inlormasi
maqrarakat desa yang
merupakan ruang
p€mbelaja.ran b€rs€ma
dan manajemed
pengetaiuan dalam
mendukung gerak laju
pembangunan desa,
memperkuat potensi
desa, membangun
mas,"a.rakat 6l<tif dalam
kebiial<an
pemban{unar di dese-

Pr%rartr kegiatatr lainnya
yang sesuai dengan kondisi
desa yang tetah diputuskarr
dalam MusJrawarah desa

Kegiatan liain yang
tida.k diatur nanun
menyentuh dan
meningkatkan
kesejshteman
Easl.arakat desa.

Yang tidak
terdaftar
ddam

dimaksud
diatas
memerlukan
Pers€tujuan
BuDati

15. menSembangkan
program dan kegiatan
pembaruunan Desa
sCCAra berkelanjutan
dengan
mendaJragunqkan
sumber daya hanusia
dan sumber daya alaln
yang ada di Desa

a. penlrusunan arBh
pengembangan
Desa

menyusun arah
pelrSembangan
pembangunan desa
aSar scarah d$gan
tujuan pembangunan
pemerint€h lGbupaten
Musi Rawas.

b. penJrusunan
rsncangan
plogram/ kcgiatan
pembangunan
Desa yang
berkelanjutan

penl^rsunan
m.ncangajr
Pr0gram/ kcgiatan
p€mbaJ8unan Desa
yang b€rk€lanjutsn,
agar t€rcipta desa yang
rnandlri dan seiahtera-

ProAram kegiatan lainoya
yarg sesuai derlgall kondisi
desa yang telah dlputuskrn
dalam Muslrawarah desa

Kegiatan lain yahg
tidak diatur aamun
m€nyentuh dan
me!ringkatkan
kesejahteman
masyaraket desa.

Yang tidak
terdeftar
dalam
kegiatan
dimaksud
diatas
memerlukan
persetujua,
BuDati
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16. men)'usun perencansan
pemba.ngunan Desa
sesuai denge! prioritas,
potensi, dan nilai
kearifan loka-l

a. pendataan potensi
dan aset Desa

- menginformasikan
tifologi desa,
karakteristik dcsa, dan
eset deae.

b. penlrusunan prolll
Desa/data Desa

- sebagai informasi
karaketeristik desa,
informasi, desar
pembangunan desa dan
Denoembancen desa

c. pen] rrunan p€ta
aset Desa

- optimalisasi
percncanaan dan
percepatan
pembangunan kawasan
oerdesaan-

ItogreJn kegiatan laifl nya
ysng sesuei dengen kondisi
desa yang tel6-h diputuskan
delam Musyawarah desa

Kegiatah lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatkar
kes€jahteraan
masyarakat desa.

Yang tidak
terdaftar
dalam
kegiatan
dimaksud
diatas
memerlukan
persetujuln
BuDati

17. menl1rsun perencana€n
dan penganggaran yang
berpihak kepada
kepentingan warga
,riskin, warga
disabilitas, perempuan,
anaL, dai kelompok
mergin€l

penggunaan d6.na
Desa

- memberikan
pengetahuai kepada
masyarakat tent€lrg
tujuan, msnfaat,dan
pemantauan dana

b. penyelenggaraan
musyawami
kelompok
warga miskin,
warga disabilitas,
perempuan, anak,
dan kelompok
margin€l

mengajak kelompok
wargamiskin, warga
disabilitas, perempuan,
anak, dan kelompok
maJgioal untuk
mengetalui kebutuhan
mereka Suna
meningkatkan
keseiahteman mercka.

c. penjrusunan
usulan kelompok
v/a.rga miskin,
warga disabilitas,
Percmpuan, alak,
dan kelompok
marginal

menjrusulr usulan
kelompok warga
miskin, wa.rga
disabilitas, percmpuan,
anak, dan kelompok
marginal untuk
dimasukka, dalam
musvarah desa.

kogram kegiatan lainnya
yang sesuai dengan kondisi
desa ,"0!g telah diputuskarl
dalam Musyawamh desa

Kegiatan lain yanS
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat desa.

YanS tidak
terda.ita-r
dalam
kegiatan
dimaksud
diatas
memerlukErn
persetujuan
Buoeti

18. mengembangkan sistem
transparansi dan
akuntabilitas dalam
pelaksanaan
pembangunan dan
pemberdayaan
mas}€lakat Desa

a. pengembangan
sistem
administrasi
keuanSan dan
as€t Desa berbasis
data disital

- optimalisasi sistem
adainistrasi
keuangan dan aset
Desa berbasis data
digital

b. pengembangan
laporan keualgar
dan aset Desa
yang terbuka
untuk publik

- optima-tisasi laporan
keuangan dan aset
Desa yang terbuka
untuk public

xt''
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c. pengembangan
sistem informasi
Desa yang
berbasis
masveral<at

optimalisasi sistem
irformasi Desa yang
berbasis masya.raLat

Program kegiatan lainnya
yang sesuai dengan kondisi
desa yang telah diputuskan
da.lam Musyawa-rah desa

Kegiatan Lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
kes€jahteraan
masyarakat desa.

Yang tidak
terdaJt6r
dal€m
kcgiatan
dima-l(sud
diatas
memerlukan
persetujuan
BuDati

19. mendorcng pa-rtisipasi
masyarakat dalam
Penyusunan kebljakan
Desa yang dilakukan
melalui musyawarah
Desa

a. penyebarluasan
informasi kepada
nrasyafakat Desa
perihal hal- hal
strategis J€ng
akan dibahas
dalam
Musvewamh Dese

meaginformasikan dan
mengajak masyarakat
untuk ikut pa.rtisipatif
dalam Musyawaral
D€sa.

b. peny€lenggaraan
musyawarah Desa

- optimalisasi
masya-rakat pa-rtisipatif
dalam Musyawarah
Desa.

ItograJn kegiatan lainnya
yang sesuai dengan kondisi
desa yang telah diputuskan
dalam Musyawarah desa

Kegiatsn lain ysng
tida.k diatur namun
menyentuh dan
meningkatkan
kesejahteraan
masyaralat desa.

YanS tidak
terdaftar
dalam
kegiat€n
dimaksud
diatas
memerluksn
pers€tujuan
BuDati

20. melakukan
perdampingan
mas]"arakat Desa
melalui pembentukan
dan pelatihan kader
pemberdayaan
maq/a-rakat Desa yang
diselenerarakan di Desa

petatihan kader
pemb€rdayaan
masyarakat Desa
yang diselenggarakan
di Desa

tersedianya kader
pemberda,'aan
masyaiakat di desa
yang diharapkan dapat
memotivasi masyarakat
dese.

2 I . menyelenggaral€n
peningkatan kualitas
dall kapasitas sumber
daya manusia
masyaralat Desa untuk
pengembsngsn
Kesejaiteiaan Ekonomi
Desa yang difokuskan
kepada pembentukan
dan pengernbarrgan
produk unggula! desa
dan/atau produk
urlggulan kawasa.n
perdesaan

a. pelatihsn usaha
pertanian,
perikanar,
pe.kebunan,
industri kecil da.r
oeldaeanEan

- memberikan
p€ngetaluan tentang
usaha pertanian,
perikanan,
perkebunan, industri
kecil den oerda.sansan

b. pelatihs! teknologi
tepat guna

- memberikan
pentetahuan tentang
teloologi tepat guna.

c. pelatihan kerja
dan ketemmpilan
bagi masyaJ'akat
Desa s€suai
kondisi Desa

- memberikan
keterampilah bagi
rnasyar€l€t Desa
s€suai kondisi Desa

P.ogram kegiatsn lainnya
yalrg s€suai dengan kondisi
desa yang telah diputuskan
dalam Musyawaral desa

Kegiatan lain yang
tidak diatur namun
menyentuh dan
meningkatkarr
kesejahteraan
masyarakat desa.

Yana tidak
terdaJtar
delrm
keg.iatan
dimaksud
diatas
memerluka!
persetujuan
Bunati

N'.



o
)

22. mclakukan
p€oga\rasan dan
pcmattauan
pcnyclengaraan
Pcqrcrintahan Dcsa dan
pembsngunan hayang
dtlakukan sccar:a
parddlEttf olch
masyarakat Desa

a- pcEantauan
bcrbasis
koEunitqs

- 88ar kcloEpok
masyarakat pencdma
manfaat program dapat
berp€ran aktif dalam
sctiap tahapoD
impleocntasi dana
dasa pclsksanaan
kesiatan di dese-

b. audit bcrb$ts
komunitas

- agal keloepok
maElaiakat lEneaima
manfaat program
nrminihrllelr titulat
!,enJtelewengan ),ang
terjadi dalam
pelaksaaaan kcglatan
dese, dan persoalan-
persoala,t kccil dspat
diselesalken scodiri
otch mssverslat-

c. pengembongglr
unlt p€ogaduen dt
Dcsa

- optimsllsael uoit
pengaduan di Desa

d. p.nyclenSgarasn
DUgtarrarah
Dcsa untuk
pertaiggundaweb
an dan 3c.ah
terima hasl
Pemb€nguDan
D€se

- ter*leu886ranlra
trusyawdah
Deaa untuk
pc.t nggundewabsn
dan 8e.sh tcrima hasil
perubanSungtr Desa-

Proglam lcgiatan talnnya
yanS scsuai dengan kondtst
dcsa Jang telah dlputuskan
dalam MuE at ar."€.h dcea

tcgtatan lah yang
tidsk diatur naDuD
rneojrcutuh dan
menlnSkqtlan
kEsqiahtcraan
ma8yara&at desa"

YanS tidak
terdaftar
dalqm
kegiatsn
diasksud
diatas
mcmcdukan
pcrsetqiu6n
BuDetl
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